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baikadalahadanyaakuntabilitaspublik, transparansi, tegaknyahukum, 
danperaturan.Karenaitu, pengawasan yangmerupakanunsurpentingdalam proses 
manajemenpemerintahan, 
memilikiperanyangsangatstrategisuntukterwujudnyaakuntabilitaspublikdalampem
erintahandanpembangunan. Melaluisuatukebijakanpengawasan yang 
komprehensifdanmembina, makadiharapkankemampuanadministras ipublik yang 
saatinidianggaplemah, terutama di bidangkontrolpengawasan, 
dapatditingkatkankapasitasnyadalamrangkamembanguninfrastrukturbirokrasi 
yang lebihkompetitif.(PERMENPAN NO. PER/03/M.PAN/02/2006) 
Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara 
telahmembawaimplikasiperlunya sistem pengelolaankeuangannegara yang 
lebihakuntabeldantransparan.Semuadapatdicapaijikaseluruhpenyelenggara Negara 
daritingkatpimpinansampaiditingkatpelaksanamampumelaksanakannyamulaidarip
erencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampaidenganpertanggungjawaban, 
dilaksanakansecaratertib, terkendali, efisiendanefektif.  
Pasal 58 ayat (1) danayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2004 
tentangPerbendaharaan Negara, 
memerintahkanpengaturanlebihlanjutketentuanmengenaisistempengendalian 
intern pemerintahsecaramenyeluruhdenganPeraturanPemerintah, yakni 
“PresidenselakuKepalaPemerintahanmengaturdanmenyelenggarakansistempengen
dalian intern di lingkunganpemerintahansecaramenyeluruh”.  
SistemPengendalian 
InternaldalamPeraturanPemerintahinidilandasipadapemikiranbahwaSistemPengen
dalian Intern melekatsepanjangkegiatan, dipengaruhiolehsumberdayamanusia, 
sertahanyamemberikankeyakinan yang memadai, bukankeyakinanmutlak. 
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Menurut hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPK atas sis tem akuntansi 
dan prosedur pengamanan kekayaan/keuangan pemerintah daerah, atau biasa 
diisebut sistem pengendalian internal (SPI), laporan keuangan pemerintah daerah 
yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dan wajar dengan 
pengecualian (WDP) pada umumnya memiliki sistem pengendalian internal yang 
lebih baik dibandingkan dengan pemerintah daerah yang memperoleh opini tidak 
wajar (TW) dan tidak memberikan pendapat (TMP).  
Atas berbagai kelemahan tersebut, maka untuk mencapai pengelolaan 
keuangan negara/daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, kepala 
daerah wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah. 
Pengendalian internal pemerintah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 
60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Sistem 
pengendalian internal pemerintah memiliki fungsi untuk memberikan keyakinan 
yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan 
penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan laporan keuangan, pengamanan 
aset negara, dan ketaatan terhadap undang-undang. Dengan penerapan sistem 
pengendalian internal pada masing-masing organisasi pemerintah, diharapkan 
adanya perbaikan kualitas penyusunan laporan keuangan yang tergambar dalam 
opini audit yang dilaksanakan oleh BPK.  
PenelitiansebelumnyadilakukanolehAlmandaPrimadona(2012) 
tentangPengaruhPengawasan InternaldanPengelolaanKeuangan Daerah 
TerhadapKinerjaPemerintah Daerah (PenelitianPadaPemerintah Kota 
Bandung).Hasilpenelitianmenunjukkanbahwapengawasan 
internaldanpengelolaankeuangandaerahsecarabersama-samamempunyaikorelasi 
yang cukupdanmemberikankontribusiataupengaruhsebesar 37,9% 
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terhadapkinerjapemerintahandaerahdimanasemakinbaikpengawasan 
internaldanpengelolaankeuangandaerahmakaakansemakinbaik pula 
kinerjapemerintahandaerahpadadinas di Kota Bandung.  
SitiNurjanahSaleba (2014), tentangPengaruhSistemPengendalian 
InternalPemerintah Dan 
KompetensiSumberDayaManusiaTerhadapEfektivitasPengelolaanKeuangan 
Daerah. Hasilpenelitianmenunjukanbahwasistempengendalian internalpemerintah 
(SPIP) 
berpengaruhpositifterhadapefektivitaspengelolaankeuangandaerah.Semakinbaiksis
tempengendalian intern pemerintah yang 
diterapkanmakaefektivitaspengelolaankeuangandaerahjugaakansemakinbaiksebali
knyasemakinburuksistempengendalian internalpemerintah yang 
diterapkanmakaefektivitaspengelolaankeuangandaerahjugaakansemakinburuk. 




tentangPengaruhSistemPengendalian Intern Pemerintah, 
KompetensiSumberDayaManusia, SistemAkuntansiKeuanganDerah Dan 
PengawasanFungsionalTerhadapEfektivitasPengelolaanKeuangan Daerah 
(StudiPadaSatuanKerjaPerangkat Daerah Kota Pariaman). 
Hasilpenelitianmenunjukanbahwa 76,8% 
efektivitaspengelolaankeuangandaerahPadakotaPariamandipengaruhiolehFaktorsi
stempengendalian Intern Pemerintah 
MenteriPemberdayaanAparatur Negara 
danReformasiBirokrasimenyatakanadapeningkatanpoindalamevaluasikinerjaakunt
abilitasbaik di tingkatkabupatendankotamaupuntingkatprovinsi di Indonesia. 
Meskibegitu, 
saatinikualitasaparaturmasihbarusebatasprosedurdanbelumsampaipadadampak 
yang terasa di masyarakat, karenamasihadaindikatorlainnya yang 
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harusdipenuhiyaitupemerataandanpelayanan yang lebihbaik 
(http://news.detik.com/berita/3140608 /menteri-yuddy-kinerja-pemerintah-daerah-
meningkat-tapi-sebatas-prosedur).Penilalianakuntabilitaskinerjapemerintahdari 34 
provinsi, diperolehhasilbahwa 17 provinsimendapatpenilaianbaikdansisanya 17 
provinsimendapatpenilaiankurangbaik (www.menpan.go.id).  
Hasilevaluasikinerjapemerintahprovinsipadatahuniniakanmempengaruhi 
Dana AlokasiKhusus (DAK) yang akandikucurkanolehpemerintahpusat. 
MenteriPemberdayaanAparatur Negara ReformasidanBirokrasi (Menpan-RB) 
mengatakanbahwapemerintahpusatakanmemberikandukungannyabagipemerintahp
rovinsi yang memilikiakuntabilitaskinerja yang baik (http://www.republika.co.id 
/berita/nasional/umum/15/12/15/ nzepic354-kinerja-pemprov-buruk-pemerintah-
tahan-dana-alokasi-khusus) 
Mengacupadafenomena yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat (KBB) 
dimanaPemerintahKabupaten Bandung Barat 
ditekankanuntuklebihmemperhatikankualitaslaporankeuanganmeliputitatakelolala




DenganPengecualian (WDP)yang terjadisetiaptahun di PemerintahKabupaten 
Bandung Barat.BPK RI memberikanopiniWajarDenganPengecualian 
(WDP)terhadapLaporanKeuanganPemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten 
Bandung Barat tahunanggaran 2015. 
Menurut, Kepala BPK RI PerwakilanJabar, ArmanSyifa, salahsatuhal yang 
menjadipermasalahandalampemeriksaanterhadapLaporanPengelolaanKeuangansel
uruhKab/ Kota masihberkutatpadapermasalahanaset. Bahkan 77,4persenaset yang 
dimilikiKab/Kota di Jabarmasihbelumtersertifikasi 
(http://www.bandungbaratkab.go.id, 7 Juni 2016). Datapenilaianpertama kali yang 
diterimaoleh KBB menunjukkanbahwaBadanPemeriksaKeuangan (BPK) 
memberikanopiniterhadapKabupaten Bandung Barattahun 2009 
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denganopiniTidakMemberikanPendapat (Disclaimer), danpadatahun 2010-2015 
mengalamiperbaikan yang cukupbaikdenganopiniWajarDenganPengecualian 
(WDP).  
Secaraumumdarihasilpemeriksaan6tahunterakhir, untukKabupaten/Kota di 
wilayahJawa Barat khususnya di Kabupaten Bandung Barat BPK 
masihmenemukantemuan yang berulang, yang 
menjadipengecualiandalampemberianopini, 
yaitutemuanmengenaipenyajianasettetap, penyajianpersediaan yang 
tidakmemadai, danpenyajianpenyertaan modal pemerintah yang 
tidaksesuaidengan SAP. Hal tersebutmendorongPemerintahKabupatenBandung 
Barat untukmerubahpenilaianitumenjadiWajarTanpaPengecualian (WTP). 
Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang dipaparkan, maka penulis 
tertarik untuk melakukan penelitian dan dituangan dalam skripsi dengan judul 
“Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap 
Evektivitas Pengelolaaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah 
Kabupaten Bandung Barat” 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang, masalah dirumuskan sebagai berikut: 
1. Bagaimana penerapansistem pengendalian internal pemerintah pada 
pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat? 
2. Bagaimanaefektivitas pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah daaerah 
Kabupaten Bandung Barat 
3. Bagaimana pengaruh penerapan sistem pengendalian internal 
pemerintahterhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah 
daerah Kabupaten Bandung Barat? 
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 Maksuddaripenelitianiniyaituuntukmengkajidanmendapatgambaranmeng
enaipengaruhPenerapanSistem Pengendalian Internal Pemerintahterhadap 




Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka dapat disusuntujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui: 
1) Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada pemerintah daerah 
Kabupaten Bandung Barat 
2) Efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah daaerah Kabupatrn 
Bandung Barat 
3) Pengaruh PenerapanSistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap 
efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah daerah Kabupaten 
Bandung Barat 
 
1.4 Kegunaan Penelitian 
1.4.1 Kegunaan Akademis 
Penulissangatberharaphasildaripenelitian yang dilakukandapatberguna  
bagi pengembangan ilmu akuntansi sektor publik dan pengembangan pada ilmu 




a. Sebagaisuatupengalaman yang 
berhargakarenapenulisdapatmemperolehgambaransecaralangsungmengenai
pengaruhSistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap efektivitas 
pengelolaan keuangan daerah 
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isukekiniandalammengembangkanakuntansikhususnyaakuntansisektor 
publikitusendiri, dan membandingkan dengan teori.  
2. BagiInstansi Pemerintah Daerah 
Bagi instansi pemerintah daerah dapat memberikan sumbang saran khususnya 
dalam hal Sistem Pengendalian Internal Pemerintahdalam hubunganya dengan 
efektivitas pengelolaan keuangan daerah.  
3. Bagi Peneliti 
Bagi pada umumnya diharapkan dapat dijadikan bahan masukan, bisa 
dijadikan literatur bagi yang memerlukan. 
 
